BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 1% /404.012/B/2021

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING GIRO DANA PENYELENGGARAAN
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

Menimbang

Mengingat

PADA RSUD Dr. SOEROTO KABUPATEN NGAWI

TAHUN ANGGARAN 2021
BUPATI NGAWI,

bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan dana
penyelenggaraan  program  pelayanan  kesehatan  bagi
masyarakat miskin pada RSUD Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi
dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Nomor
Rekening Giro Dana Penyelenggaraan Program Pelayanan
Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin pada RSUD Dr. Soeroto
Kabupaten Ngawi ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Nomor Rekening Giro Dana
Penyelenggaraan Program  Pelayanan Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin pada RSUD Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi
Tahun Anggaran 2021.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negaran Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 229 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi sebagai Badan
Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2012 Nomor 229);

Peraturan Bupati Ngawi Nomor 239.1 Tahun 2012 tentang
Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto
Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2012 Nomor 239.1);
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17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28);

18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2020 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU Menetapkan Nomor Rekening Giro Dana Penyelenggaraan
Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin pada
RSUD Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2021
adalah 005701000792305 pada PT. Bank Rakyat Indonesia
Kantor Cabang Ngawi.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi )
pada tanggal 4 Janvan 2021

BUPATI NGAWI,
ttd

BUDI SULISTYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

¥Yth. 1.
2
3.
4

5.

Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

. Sdr. Kepala Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan Madiun;

Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi;

. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kabag, Kakan, Kasat, dan Direktur

dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi ;
Sdr. Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Ngawi.




